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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan globalisasi yang kian pesat saat ini telah hampir memengaruhi semua 

aspek kehidupan di masyarakat. Hal ini juga di pengaruhinya dengan kemajuan pengetahuan 

dan juga teknologi yang semakin mempermudah terjalinnya komunikasi secara global dan 

lintas batas. Interaksi lintas batas yang mempengaruhi interdepedensi antar negara dalam sistem 

internasional tersebut yang menjadikan Indonesia termasuk negara dengan tinggi nya tingkat 

tindak pidana perdagangan orang. Tindak pidana perdagangan orang adalah salah satu dari 

banyaknya tindak kejahatan yang saat ini sangat penting untuk dibahas secara berkelanjutan. 

Hal tersebut dikarenakan kejahatan ini tidak hanya melibatkan pelaku dan korban saja 

melainkan lebih dari itu dan kejahatan terjadi melintasi batas negara. Faktor pendukung 

semakin maraknya kasus perdagangan orang ini karena para pelaku merasa bahwa ini 

merupakan bisnis yang sangat menguntungkan dibawah binis perdagangan obat-obatan dan 

juga senjata ilegal.  

Tindak perdagangan orang ini juga merupakan bisnis dengan risiko rendah untuk 

terdeteksi namun memiliki peluang keuntungan yang besar. Di Indonesia sendiri, Tindak 

Pidana Perdagangan Orang (TPPO) adalah salah satu dari banyaknya bentuk kejahatan lintas 

batas yang saat ini masih sering terjadi. Korbannya tak hanya lelaki ataupun perempuan 

dewasa, namun  juga terdapat anak-anak yang masih di bawah umur. Korban perdagangan 

orang sangat beragam baik dalam hal usia, asal wilayah  maupun dari latar belakang etnis dan 

juga pendidikan. (IOM K. , 2019).  

Asia Tenggara sendiri adalah salah satu kawasan dengan jumlah perdagangan yang 

cukup tinggi, khususnya pada kasus perdagangan perempuan. Sebelumnya di Indonesia pernah 
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terjadi kasus besar yang melibatkan beberapa negara di ASEAN terkait kasus perdagangan 

orang. Kasus perdagangan orang tersebut terjadi di Benjina, Maluku. Dalam kasus Benjina, 

bukan hanya negara Indonesia yang terlibat namun juga melibatkan negara tetangga seperti 

Myanmar dan Thailand. Dalam kasus tersebut diketahui bahwa ada sekitar 100 warga negara 

asal Thailand dan Myanmar yang direkrut kemudian dipekerjakan secara paksa oleh sebuah 

perusahaan dibidang perikanan yang dikelola langsung oleh warga negara Indonesia dan 

Thailand.  

Berdasarkan laporan data Kepolisian Negara Republik Indonesia, ada sebanyak 509 

kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang yang tercatat pada tahun 2011-2013. Sedangkan di 

tahun 2015-2016 tercatat sebanyak 407 total kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang di 

Indonesia yang berhasil dihimpun. Data tersebut menunjukkan adanya penurunan jumlah kasus 

yang terjadi di Indonesia.  

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No.21 tahun 2007 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, disebutkan bahwa, perdagangan 

orang adalah suatu kegiatan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan 

dan penerimaan seseorang atau sekelompok orang dengan sebuah ancaman kekerasan yang 

menggunakan tindak kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, dan penipuan yang 

menggunakan kekuasaan untuk mendapatkan bayaran atau sesuatu melalui kemampuannya 

menipu orang lain dengan tujuan eksploitasi. Eksploitasi tersebut termasuk kedalam prostitusi 

dalam bentuk apapun, termasuk untuk tujuan eksploitasi seksual, perbudakan, kerja paksa 

ataupun praktik pengambilan organ tubuh dan sejenisnya.  
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Gambar 1.1 Jumlah Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia tahun 2011-2018

Sumber: Panduan  Mekanisme Pelayanan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan 

Orang di Indonesia 

Terlihat pada diagram diatas bahwa jumlah kasus Tindak Pdana Perdagangan Orang 

dari tahun 2011 hingga 2018 mengalami kenaikan pada tahun 2013 dimana sebanyak 176 orang 

yang menjadi korban perdagangan orang. Kemudian pada tahun berikutnya mengalami 

penurunan, di tahun 2014 ada sekitar 141 orang yang menjadi korban, kemudian pada tahun 

2015 berjumlah 123 korban dan pada tahun 2016 berjumlah 110 korban. Di ketahui jumlah ini 

terus menurun hingga di tahun 2017 jumlahnya kembali naik dan menjadi 123 korban. Dari 

jumlah laporan polisi yang ada terdapat 297 korban yang terdiri dari perempuan dewasa 190 

orang (64%), kemudian anak perempuan berjumlah 18 orang atau sekitar (6%),laki laki dewasa 

berjumlah 79 orang (27%) dan anak laki-laki berjumlah 10 orang (3%). (IOM, Penanganan dan 

Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang, 2018)     

Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GTPP-

TPPO) melaporkan bahwa dalam kurun tahun 2018, sebanyak 95 laporan telah diterima oleh 

Gugus Tugas terkait dugaan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Berdasarkan 

laporan, disebutkan bahwa jumlah tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 



4 
 

sebelumnya dimana jumlahnya ada 123 laporan. Di tahun yang sama, sebanyak 269 korban 

perdagangan orang juga berhasil diselamatkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

Berdasarkan data IOM tahun 2019, disebutkan bahwa 70% korban perdagangan orang 

merupakan perempuan dewasa, 28 persen (79 orang) adalah korban laki-laki, dan sisanya 

adalah korban di bawah umur, yaitu sebanyak 28 orang anak-anak. ((IOM) I. O., 2019). 

Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia termasuk ke dalam negara yang menjadi salah 

satu negara sumber, tempat transit, dan negara tujuan bagi perdagangan orang baik dalam 

negeri maupun perdagangan luar negeri. Hal ini disebabkan oleh adanya tekanan ekonomi 

dimana tidak terpenuhinya kebutuhan hidup secara memadai dan kurangnya lapangan kerja 

serta tingkat pendidikan yang rendah, ketidaksetaraan gender di lingkungan masyarakat yang 

menjadi faktor pendorong untuk melakukan perpindahan atau migrasi dengan harapan 

kehidupan yang lebih baik selepas melakukan migrasi yang  nyata nya menjadi ruang bagi 

Tindak Pidana Perdagangan Orang semakin meningkat. 

Data bulan Maret sampai dengan bulan Desember tahun 2014 menujukkan bahwa 

sebanyak 7.193 orang teridentifikasi telah menjadi korban tindak perdagangan orang dan berada 

di tempat kejadian. Jumlah tersebut berdasarkan data yang berhasil dihimpun oleh Pemerintah 

Indonesia dengan keterangan sebanyak 950 korban perempuan masih berusia anak dan 

sebanyak 4.888 orang perempuan dewasa. Dilanjutkan dengan 166 korban adalah laki-laki usia 

anak sedangkan sebanyak 647 orang korban merupakan laki-laki dewasa. Berdasarkan 

presentase data tersebut menjadikan Indonesia menempati posisi pertama negara dengan jumlah 

perdagangan orang yang cukup mengkhawatirkan. Sedangkan daerah di Indonesia yang 

menempati urutan pertama sebagai provinsi dengan jumlah korban mencapai 2.151 orang 

adalah Provinsi Jawa Barat, dimana jumlah tersebut setara dengan 32,35 persen jumlah 

keseluruhan. Selanjutnya urutan kedua disusul oleh Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah 
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korban 909 orang atau setara dengan 13,67 persen, dan di urutan ketiga Provinsi Kalimantan 

dengan jumlah korban 732 orang atau setara dengan 11 persen dari jumlah keseluruhan (Deny, 

2015).  

Pada april 2019 Mabes Polri tengah memproses delapan orang yang diduga terlibat 

kasus perdagangan orang sekitar 1.200 orang yang di kirim ke negara- negara Timur Tengah 

sebagai tenaga kerja ilegal. Modus yang dilancarkan pelaku terhadap korbannya ini adalah 

iming-iming akan gaji yang besar, penambahan bonus berupa uang sebesar Rp. 5.000.000 

dengan ketentuan korban harus dinyatakan sehat secara keseluruhan agar bisa bekerja ke Arab 

Saudi. Korban yang merupakan lulusan SMP bernama Jingga ini pada saat itu hanya memiliki 

penghasilan sebanyak Rp. 300.000 perbulan, sehingga sangat mudah sekali tergiur dengan 

tawaran yang diberikan pelaku terhadapnya. Saat semua dokumen telah disiapkan, selama dua 

minggu dia dipekerjakan dahulu di Surabaya barulah kemudian dikirim ke Malaysia, lalu 

Dubai, Turki, Suriah sampai dengan Irak.  

Sangat bertentangan dengan janji yang sudah disebutkan diawal, selama bekerja Jingga 

tidak mendapatkan sepeserpun gaji dan hal yang lebih mencengangkan adalah fakta yang dia 

katakan bahwa dirinya mendapatkan perlakukan buruk yaitu siksaan dan bahkan diperkosa. 

Saat ia melaporkan bahwa selama ini mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari 

anak majikkannya, dia malah di penjarakan. Kemudian ia dibebaskan setelah sebuah organisasi 

kemanusiaan di Irak, Seed Foundation dan International Organization For Migration mengutus 

pengacara untuk menjamin kebebasan Jingga. Kombes Daniel Bolly Tifaona, Kasubdit Tindak 

Pidana Perdagangan Orang, Mabes Polri mengatakan polisi baru meengungkap kassus yang di 

sebut “perdagangan manusia terbesar yang pernah di bongkar Polri” ini karena ketiadaan 

laporan korban. (Wijaya, 2019).  
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Dalam upaya pemberantasan TPPO sendiri, pemerintah Indonesia dinilai belum 

sepenuhnya memenuhi standar minimal untuk penumpasan tindak pidana perdagangan orang 

(TPPO), meskipun telah mengusahakan berbagai upaya besar untuk mencapai tujuan tersebut. 

Upaya yang dilakukan setiap tahunnya Kementerian Sosial memberikan lebih banyak bantuan 

kepada korban tindak pidana perdagangan orang yang dieskploitasi di luar negeri; 

mengembalikan hak para pekerja atas penuntutan gaji yang tidak dibayarkan; memberikan 

dukungan dan edukasi untuk meningkatkan kesadaran; mengesahkan beberapa peraturan terkait 

Undang-Undang yang disahkan tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia 

(UU PPMI). 

Pada beberapa sektor khususnya sektor utama, Pemerintah Indonesia belum dapat 

mencapai standar dasar yang telah ditetapkan. Hal tersebut terlihat dari menurunnya angka 

gugatan dan keputusan kasus perdagangan orang serta dihentikannya kasus yang sedang 

berlangsung baik kasus pidana dan perdana tanpa penundaan resmi, keputusan, atau penilaian 

hukum oleh pihak pengadilan. Selain itu, perhatian juga ditujukan kepada para pejabat yang 

mempunyai keterlibatan dalam kasus perdagangan orang, dimana walaupun sudah adanya 

laporan tentang proses berlangsungnya penyelidikan kasus perdagangan orang, laporan 

penuntutan dan putusan terhadap para pejabat yang diduga terlibat tindakan Pidana 

Perdagangan Orang tidak dilakukan oleh Pemerintah (Kedutaan Besar dan Konsulat Amerika 

Serikat, 2020). 

Masih banyak sekali faktor yang menjadi hambatan pada proses pengenalan para korban 

secara menyeluruh khususnya terhadap korban laki-laki yaitu belum adanya tata cara 

pengenalan yang terstruktur yang dijalankan. Tidak hanya itu, kerjasama diantara Satgas 

Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tugas Gugus PP TPPO) 

dalam pelaksanaan kebijakan secara nasional baik dari tingkat pusat, provinsi, dan 
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kabupaten/kota juga dinilai masih jauh dari sempurna. Dalam beberapa tahun terakhir, tugas PP 

Tindak Pidana Perdagangan orang mengalami penurunan yang disebabkan karena adanya 

pengurangan yang dilakukan oleh Pemerintah terkait anggaran untuk perlindungan korban dan 

alokasi anggaran untuk kantor penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Beberapa aturan 

pelaksana utama dari Undang-Undang PPMI masih belum ditetapkan oleh Pemerintah sehingga 

pada pelaksanaanya masih mengalami banyak hambatan. Undang-Undang tahun 2007 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang masih belum berkiblat sepenuhnya kepada 

hukum internasional karena didalam undang-undang tersebut masih terdapat aturan 

digunakannya kekuatan, penipuan, dan paksaan sebagai pembenaran kejahatan perdagangan 

anak untuk eksploitasi seksual (Kedutaan Besar dan Konsulat Amerika Serikat, 2020). 

Kondisi yang demikianlah yang kemudian mendorong diperlukannya solusi yang dapat 

pemerintah Indonesia andalkan salah satunya bantuan dari organisasi internasional yaitu 

International Organization for Migration sebagai salah satu organisasi internasional yang ikut 

berperan dalam pemberantasan Human Trafficking atau Tindak Pidana Perdagangan Orang di 

Indonesia. International Organization For Migration merupakan sebuah organisasi 

internasional yang bergerak di bidang perpindahan penduduk yang bekerjasama dengan 

pemerintah dan non-pemerintah. Tercatat bahwa sebanyak 174 negara telah menjadi anggota 

organisasi ini, dimana ada 8 negara bagian yang bertugas sebagai negara pengamat pada kantor-

kantor di lebih dari 100 negara. International Organization For Migration atau lebih dikenal 

dengan nama IOM ini memiliki program utama yaitu untuk mempromosikan arus migrasi atau 

perpindahan manusia yang teratur demi tujuan kebaikan bersama. Program tersebut dilakukan 

dengan pemberian layanan dan kritik kepada pemerintah dan para migran yang melakukan 

migrasi. International Organization For Migration tidak bergerak sendiri melainkan 
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bekerjasama untuk memastikan arus terjadinya perpindahan yang terstruktur sesuai aturan 

sekaligus mengkampanyekan isu terkait migrasi dan mencari solusi terbaik untuk masalah 

migrasi dan untuk memberikan pertolongan bagi para migran yang membutuhkan, termasuk 

didalamnya migran yang berasal dari luar negera ataupun migran lokal (Migration, siapa kami, 

2019). 

International Organization For Migration merupakan salah satu dari berbagai banyak  

badan lembaga  yang berada dibawah naungan dan diawasi langsung oleh Perserikatan Bangsa-

Bangsa atau PBB yang bergerak di bidang migrasi. Bergerak di bidang tersebut menjadikan 

organisasi ini memiliki empat fokus utama dalam menjalankan perannya yaitu, mengatur proses 

migrasi dan juga pembangunannya, memfasilitasi, dan juga melakukan penanganan terhadap 

migrasi paksa akibat situasi darurat dan krisis. Awal mula didirikan tahun 1951 paca Perang 

Dunia II, organisasi ini dinamai Provisional Intergovernmental Committee for the Movement of 

Migrants from Europe (PICMME) karena awal mula pembetukannya dilakukan oleh orang dan 

di negara-negara Eropa Barat. Pada tahun 1979 adalah cikal bakal keberadaan organisasi ini di 

indonesia. Dimulainya pada saat International Organization for Migration menangani migran 

Vietnam di Tanjung Pinang. Di tahun 1999, antara Pemerintah Indonesia dan International 

Organization For Migration mulai menjalin hubungan, karena Indonesia pada saat itu pula 

resmi sebagai negara pengamat dalam dewan International Organization For Migration. 

Kemudian, pada tahun 2000 dibentuklah sebuah perjanjian kerjasama yang mengakui hubungan 

kerjasama diantara Pemerintah Indonesia bersama International Organization For Migration 

dalam upaya meningkatkan penanganan terkait permasalahan migrasi yang terjadi khususnya di 

Indonesia. 



9 
 

Dalam memerangi perdagangan manusia telah banyak dilaksanakan pertemuan, rapat 

dan lembaga di tingkat kawasan maupun tingkat luar negeri dan Indonesia sendiri pada 

berbagai kesempatan turut berpartisipasi didalamnya baik sebagai inisiator acara atau sebagai 

peserta. Selain itu, Indonesia juga merupakan peserta aktif dalam United Nations convention 

against Transnational Organized Crime (UNTOC) dan telah menyepakati  Konvensi Palermo 

dan Protokolnya untuk Mencegah, Menekan dan Mempidana Perdagangan Orang. Tahun 2013, 

Indonesia bersama Australia meluncurkan Bali Process, didalamnya memberikan sesi khusus 

terkait gerakan tidak teratur, diikuti oleh berbagai konferensi dan lokakarya. Selain itu, untuk 

memaksimalkan pencegahan dan pengendalian, Indonesia telah memberlakukan banyak 

peraturan perundang-undangan terkait perdagangan manusia (Solim, 2019). 

Implementasi Undang-Undang No. 21/2007  mengenai  Pemeberantasan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang (TPPO) dapat dilihat pada kerjasama Pemerintah Indonesia dan 

International Organization For Migration dalam memerangi semua bentuk perdagangan 

manusia dengan dibentuknya Satgas Anti-Trafficking Nasional dalam Peraturan Presiden 

(Perpres) Nomor 69 tahun 2008. Selanjutnya dalam menerapkan aturan tersebut, International 

Organization For Migration juga membuat gerakan “Pendekatan 3P”, yaitu Pencegahan, 

Perlindungan, Penuntutan. Adapun definisi dari 3P program International Organization For 

Migration ini sendiri yaitu, (1) Pencegahan, artinya sesuai aturan semua aktor baik 

International Organization For Migration, pemerintah Indonesia, serta tokoh masyarakat 

lainnya harus ikut serta dalam peningkatan kesadaran semua lapisan masyarakat dan 

mengkampanyekan tentang migrasi yang baik kepada para migran khususnya, (2) Perlindungan, 

artinya International Organization For Migration memberikan bantuan program Victim 

Assistance Fund (VAF) yaitu pemulangan, recovery, dan integrasi kembali untuk korban para, 

(3) Penuntutan, artinya International Organization For Migration menggandeng pemerintah 
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Indonesia untuk memaksimalkan peninjauan pada aturan yang mengatur tentang Tindak Pidana 

Perdagangan Orang.  

Telah banyak aturan terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia,  namun 

dalam proses implementasi aturan terakit hal tersebut hal tersebut masih kurang efektifnya 

sehingga diperlukannya solusi lain dalam melawan TTPO salah satunya melalui organisasi 

internasional yaitu International Organization for Migration atau IOM sebagai salah satu 

organisasi internasional yang juga berfokus pada isu perdagangan manusia.  

Berangkat dari beberapa hal tersebutlah, penulis kemudian tertarik untuk melihat sejauh 

mana peran organisasi internasional yaitu International Organization for Migration (IOM) 

dalam membantu pemerintah Indonesia mencegah dan melawan Tindak Pidana Perdagangan 

Orang di Indonesia dengan judul “Peran  International Organization For Migration (IOM) 

Dalam Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Di Indonesia Tahun 2013 – 

2016”. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar beladikang masalah diatas, rumusan masalah dalam penelitian adalah 

“Bagaimana Peran International Organization For Migration (IOM) Dalam Pencegahan Tindak 

Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Di Indonesia Tahun 2013 – 2016?” 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui Peran International 

Organization For Migration (IOM) dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan 

Orang (TPPO) di Indonesia Khususnya Pada Tahun 2013 – 2016. 
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1.4 Manfaat Penelitian  

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Manfaat penelitian ini secara teoritis diharapkan:  

1. Secara teoritis memberikan ilmu pengetahuan dan dapat memberikan informasi 

yang bermanfaat terkait Peran International Organization For Migration (IOM) 

dalam Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Indonesia Tahun 

2013 – 2016. 

2. Memperbanyak referensi pustakaan hubungan internasional terkait Peran 

International Organization for Migration (IOM) dalam Pencegahan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang (TPPO) di Indonesia Tahun 2013- 2016. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan edukasi bagi 

semua kalangan khususnya mahasiswa hubungan internasional guna menambah 

referensi tentang kerjasama yang dilakukan Indonesia dan organisasi internasional 

dalam pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia. 
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